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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENG AN

Menumbang

Mengingat

bahwa dalam mangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 svat (2
Peraturan Mentenn Agama Nomor A Tahun 2313 wentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu membenban an
operasional terhadap Raudiatul Athfal Swasta i hngkungan
Kantor Wilavah Kementenan Agama Provine Jawa Tengah

bahwa dalam rangka menmngkathkan akses 'p:nduhkan rrmdrasay
vang bermury, perlu membenkan kesempatan masyarakat melal
crganisas: berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasal
scsua dengan stancar nas:onal pendidikan,

bahwa Raudlatul Athfal sang tercantum  dalam  Lampiran
Keputusan :ni telah memenuh: persyaratan administrant, teknis
dan kelavakan vang telah ditctapxan,

bahwa berdasarkan perumbangan sehagammana dimass.d dalam
huru! a, b dan ¢ & atas, perlu menctapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilavah Kementenian Agama Proving: Jawa Tengah tentang
Pemberian Inn Opcrasional Pencinan Raudlatul Athfal Peraanada
26 Kabupaten Kendal,

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ientang Sistem

Pendidikan Naswonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negasa Republik Indonesia
Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor [4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
[Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nemo- (57
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoar 45860

Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stoand
L

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Namor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496] sebagumann telah ciubah dengan Prraturan
Pemcnintah Nomar 13 Tahun 2015 temang Perubanan hedus Atas
Peraturan Pemenntah Nomer (% Tahun 2005 tentang Standas
Nasional Pendidikan [Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun

2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesn
Nomor 3670).

4 Prraruran



-

4. Peraturan Prn?rflnsah Romor 47 Tanun JOUS teniang Wapt
Belajar Pendidikan Dasar fLembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republie
Indonesia Nomor 4863),

5 Peraturan Pemenintah Nomor T3 Tahun 2008 tentang Guru
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 2008 Nemor 164
Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomar 4941

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengrlolian
dan Penyelenggaraan Pendidiban [Lembaran Negara i'-icpublri:
Indonesis Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republix Indonesia Nomor 5:50) sebagamana telah Aubak
dengan Peraturan Pemenntah Nomor &6 Tahun 3010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemermtah Nomor 17 Tahur 3010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembwsrnn
Negara Republk Indonema Tahun 2010 Nomor 112, Tumbahan
Lembaran Negara Republik Indones:a Nomar 3157,

8 Peraturan Menten Pendidikan Nasmional Nomor 28 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dosar /Madrassh
iotudmiyah, Sekolah Menengah Prriama 'Madrasah Tessawsark
dan Sckolah Menengah Awas/Madrasal Alivah,

9. Peraturan Menten Pendubkan Nasional Nomor 15 Tanun 201
tentang Standar Pelavanar Misiima) Pendicixan di
Kabupaten/Kota sebagarmana telah diubah menadi Peraturasn
Mentenn Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tanun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menten Pendidikan MNasans!
Noemor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelavanan Mimmal
Prnditikan d: Kabupaten/Kota,

10. Peraturan Menten Agama Nemer 2 Tahun 2012 sentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negars Republik Indonesa Tahun 2012 Nomor 206
scbapmmana telsh divbai dengan Peraturan Menten Agamay
Nomor 3! Tahun 2013 iemang Perubahan Atas Peraturan Menten
Agama Nomor 2 Tahun 2012 'errang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendithikan Agama [slam pada Sekolah [Benta Negara
Republik Indonesia Tabhun 2013 Nomor 684),

11 Peraturan Mentenn Agama Nemer 13 Tahun 2012 tentang
Organisas: dan Tata Kerpa Instans Verukal Kementenan Agama
(Berita Negara Republik Inconesia Tahun 2012 Nomor 851

12 Peraturan Mentenn Agama Nomor @0 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah [Benta Negara Republi
indonesia Tahun 2013 Nomor [282) sebagmumana telah chubah
terakhir dengan Peraturan Menten Agama Nomor 86 Tanun 2010
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Agama Nomo:
G0 Tahun 2013 tentang Penyvelenggaraan Peadidikan Madrasah
(Berita Negara Republhik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21014,
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MEMUTUSKAN ¢

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA  TENTANG  PEMBERIAN  IZIN  OPERASIONAL
PENDIRIAN  RAUDLATUL  ATHFAL  PERWANIDA 26
KABUPATEN KENDAL

Memberikan lzin Operasional Pendirtan Madrasah  kepada
Raudlutul Athfal sebagaimans tercantum dalam  Lampiran
yang merupakan baginn tidak terpisahkan darl Keputusan inl.

Setelah jangka wakiu 4 tahun, Kepaln Roudlatul Athlal yang
bersangkutan wajib:

a Menyampaikan laporan perkembangan Raudiatul Athfnl
kepada Kepala kantor Kementernian Agamn
Kabupaten/Kota setempat vang memunt paling seddikit
perkembangan  jumlah - peserta didik, pelaksanaan
kurtkulum, pelaksanaan pemenuhun  standar  sarana
prasarana. dan pelaksanann pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan,; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi  Paud/RA
kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan

Dalam ha! perkembangan Raudlatul Athfal sebagaimana
dimaksud dalam Didum KEDUA hurufl a dinilai memenuhi
standar  pelayanan  minimal  penyelenggaraan pendidikan
dan /atau  hasll akreditasi scbagaimana dimaksud Diktum
KEDUA hurul b mendapat peringkat minimul C, maka 1xin
operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tetap berlaku

Dalam hal perkembangan Raudlotul Athfal sehagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi
sandar pelayanan minimal  penyelenggarann  pendidikan
dan/atau hosil akreditasi sebagmmana dimaksud  Diktum
KEDUA hurul b tidak mendaput peringkat minimal C, maka
izin operasional sebagaimana  dimaksud dalam  Diktum
KESATLU dicabut

Keputusan ini mulail berlaku pada tanggal ditetapkan,
Ditetapkan di Semarang,

pada tunggal 28 Juni 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH

VL NKEMENTERIAN AGAMA
CSRROVINSI JAWA TENGAH




